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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Implementasi Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Tahap Penyidikan di Polres Mandailing Natal
Implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam tahap penyidikan di Polres Mandailing Natal pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana penyidik menerjemahkan unsur kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia ke dalam rangkaian tindakan penyidikan. 
Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadi objek penelitian, penyidikan tidak hanya diarahkan pada pembuktian adanya peristiwa kecelakaan, tetapi juga pada hubungan hukum antara perbuatan pengemudi, bentuk kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta terpenuhinya alat bukti menurut hukum acara pidana.

Berdasarkan dokumen perkara yang dilampirkan, peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Timur KM 03-04 jurusan Simpang Pasar Baru dengan Simpang Paranginan, Kelurahan Sipolu Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Laporan Polisi mencatat bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan korban bernama Risna Sari, yang kemudian meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

Tahap awal implementasi Pasal 310 ayat (4) dilakukan melalui penerimaan laporan polisi sebagai dasar administratif dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan. Laporan Polisi menjadi titik awal bagi penyidik untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana lalu lintas, mengidentifikasi pelapor, korban, terlapor, saksi, waktu kejadian, tempat kejadian, serta uraian singkat mengenai peristiwa pidana. Dengan demikian, laporan polisi berfungsi sebagai pintu masuk formal bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Dalam konteks hukum acara pidana, penyidikan bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, implementasi Pasal 310 ayat (4) tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penyidik untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemeriksaan, penyitaan, permintaan visum, dan penyusunan berkas perkara dilakukan secara sah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil wawancara 1 : Penyidik menjelaskan bahwa setelah laporan kecelakaan diterima, langkah awal yang dilakukan adalah mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, mencatat identitas korban dan pengendara yang terlibat, serta mencari saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa kecelakaan. Menurut penyidik, tindakan awal tersebut penting agar kronologi kecelakaan dapat segera diketahui dan tidak terjadi perubahan terhadap kondisi barang bukti maupun keterangan saksi.

Unsur penting dalam Pasal 310 ayat (4) adalah adanya perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Unsur kelalaian dalam perkara lalu lintas tidak selalu tampak secara langsung, sehingga penyidik harus menelusuri perilaku pengemudi sebelum, pada saat, dan setelah kecelakaan terjadi. Pemeriksaan terhadap arah datangnya kendaraan, kecepatan, kondisi jalan, penerangan, posisi korban, dan titik tabrak menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik memeriksa beberapa saksi yang memberikan keterangan mengenai kronologi kecelakaan. BAP saksi menunjukkan adanya keterangan mengenai posisi korban, arah datangnya kendaraan, keadaan jalan, penerangan, serta tindakan pengendara setelah kecelakaan terjadi. Keterangan saksi tersebut menjadi bahan bagi penyidik untuk membangun konstruksi peristiwa, terutama dalam menentukan apakah pengendara telah bertindak hati-hati atau justru lalai ketika mengendarai kendaraan bermotor.

Hasil wawancara 2 : Penyidik menerangkan bahwa pembuktian unsur kelalaian dilakukan dengan menghubungkan keterangan saksi, kondisi tempat kejadian perkara, kondisi kendaraan, serta akibat yang dialami korban. Penyidik menyatakan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kelalaian biasanya dilihat dari ada atau tidaknya kehati-hatian pengemudi, termasuk kemampuan mengendalikan kendaraan, memperhatikan pengguna jalan lain, serta mematuhi kewajiban berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi.

Implementasi Pasal 310 ayat (4) juga tampak dari penggunaan alat bukti surat berupa permintaan visum et repertum. Dalam dokumen permintaan visum, penyidik meminta bantuan pihak RSUD Panyabungan untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap korban Risna Sari. Permintaan visum tersebut penting karena akibat berupa luka atau meninggal dunia harus dibuktikan secara medis, bukan hanya berdasarkan keterangan saksi atau keluarga korban.

Kedudukan visum et repertum dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sangat penting karena memberikan dasar objektif mengenai kondisi korban. Dalam perkara yang mengakibatkan korban meninggal dunia, visum dapat memperjelas hubungan antara kecelakaan dan akibat yang diderita korban. Dengan adanya keterangan medis, penyidik dapat memperkuat konstruksi hukum bahwa perbuatan yang disangkakan memiliki hubungan kausal dengan akibat meninggalnya korban.

Hasil wawancara 3 : Penyidik menjelaskan bahwa visum et repertum digunakan untuk memastikan kondisi medis korban, baik luka yang dialami maupun penyebab yang berkaitan dengan kecelakaan. Menurut penyidik, tanpa adanya dokumen medis, pembuktian akibat hukum dalam Pasal 310 ayat (4) akan menjadi lemah karena penyidik membutuhkan dasar objektif dari tenaga medis untuk menjelaskan kondisi korban.

Selain pemeriksaan saksi dan permintaan visum, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sepeda motor dan STNK. Penyitaan barang bukti merupakan bagian dari implementasi penyidikan karena barang bukti kendaraan dapat menjelaskan hubungan antara kendaraan yang dikemudikan tersangka dengan peristiwa kecelakaan. Dalam dokumen permohonan sita, penyidik mengajukan persetujuan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Beat dan STNK yang berkaitan dengan perkara.

Penyitaan dalam perkara pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana agar barang bukti yang diperoleh memiliki kekuatan pembuktian. Dalam perkara ini, penyidik mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kemudian diterbitkan penetapan penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengamankan barang bukti secara fisik, tetapi juga memenuhi aspek legal formal dari tindakan penyitaan.

Hasil wawancara 4 : Penyidik menyampaikan bahwa barang bukti kendaraan diamankan untuk memastikan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tidak hilang, tidak berubah bentuk, dan dapat diperiksa apabila diperlukan. Penyidik juga menerangkan bahwa proses penyitaan dilakukan dengan dasar surat perintah penyitaan dan dilanjutkan dengan permohonan persetujuan kepada pengadilan agar tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Implementasi Pasal 310 ayat (4) juga dilakukan melalui pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangka diperlukan untuk mengetahui keterangan dari pihak yang diduga mengemudikan kendaraan pada saat kecelakaan terjadi. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik perlu menggali penjelasan mengenai arah perjalanan, kecepatan kendaraan, kondisi penglihatan, posisi korban, tindakan pengendara sebelum tabrakan, serta tindakan setelah kecelakaan.
 

Pemeriksaan tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk tidak ditekan, serta hak untuk didampingi penasihat hukum merupakan prinsip penting dalam penyidikan. Dalam dokumen perkara, terdapat surat permintaan bantuan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan, sehingga aspek perlindungan hak tersangka tetap diperhatikan oleh penyidik.

Hasil wawancara 5 : Penyidik menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka, penyidik tetap memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menjelaskan peristiwa menurut pengetahuannya sendiri. Penyidik juga menjelaskan bahwa pendampingan penasihat hukum dilakukan agar proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama karena perkara yang ditangani memiliki ancaman pidana yang serius.

Dalam implementasinya, penyidik tidak boleh hanya berorientasi pada pengakuan tersangka. Penyidikan harus dibangun berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, surat, dan petunjuk. Oleh karena itu, apabila keterangan tersangka berbeda dengan keterangan saksi, penyidik harus melakukan penilaian terhadap konsistensi keterangan, kesesuaian dengan keadaan tempat kejadian perkara, serta bukti pendukung lainnya.

Dalam perkara ini, keterangan para saksi memiliki kedudukan penting karena beberapa saksi memberikan informasi mengenai kejadian sebelum dan sesudah kecelakaan. Saksi juga memberikan keterangan mengenai kondisi jalan, penerangan, dan keadaan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut dapat digunakan penyidik untuk menilai apakah kecelakaan terjadi karena keadaan yang tidak dapat dihindari atau karena kurang hati-hatinya pengendara.
 

Hasil wawancara 6 : Penyidik menjelaskan bahwa apabila terdapat perbedaan keterangan antara saksi, penyidik akan membandingkan keterangan tersebut dengan fakta di lapangan dan barang bukti. Penyidik tidak langsung menerima satu keterangan secara mutlak, tetapi menilai keterangan mana yang paling logis, konsisten, dan sesuai dengan bukti lain. Cara ini dilakukan agar kesimpulan penyidikan tidak hanya bergantung pada satu keterangan.

Implementasi Pasal 310 ayat (4) dalam perkara ini juga terlihat dari adanya koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Koordinasi tersebut penting karena berkas perkara yang disusun penyidik akan diteliti oleh jaksa untuk menentukan apakah syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Apabila berkas belum lengkap, jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi.
 

Berdasarkan dokumen P-21, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara atas nama tersangka Pandri Wahyu bin Basri Lumban Tobing telah lengkap. Surat P-21 tersebut menunjukkan bahwa berkas perkara yang disusun penyidik telah memenuhi penilaian jaksa, baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun substansi pembuktian perkara.
 

Hasil wawancara 7 : Penyidik menerangkan bahwa dalam penyusunan berkas perkara, penyidik memperhatikan kelengkapan administrasi seperti laporan polisi, BAP saksi, BAP tersangka, surat visum, surat penyitaan, penetapan sita, dan dokumen pendukung lainnya. Menurut penyidik, kelengkapan berkas sangat menentukan apakah perkara dapat segera dinyatakan lengkap oleh jaksa atau harus dikembalikan untuk dilengkapi.

Secara substantif, penerapan Pasal 310 ayat (4) tidak hanya ditentukan oleh akibat meninggalnya korban, tetapi juga oleh adanya kelalaian pengendara sebagai penyebab kecelakaan. Dengan demikian, penyidik harus berhati-hati agar tidak setiap kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Penyidik harus terlebih dahulu membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati, tidak waspada, tidak mengendalikan kendaraan dengan baik, atau tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain.

Hasil wawancara 8 : Penyidik menyampaikan bahwa dalam menentukan pasal yang disangkakan, penyidik melihat akibat yang ditimbulkan dan bentuk kesalahan pengendara. Apabila korban meninggal dunia dan terdapat indikasi kelalaian pengemudi, maka Pasal 310 ayat (4) digunakan sebagai dasar sangkaan. Namun, penyidik tetap memeriksa kemungkinan pasal lain apabila fakta menunjukkan adanya luka berat atau unsur lain yang perlu dipertimbangkan.

Implementasi Pasal 310 ayat (4) juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban. Penyidikan yang dilakukan secara cepat dan objektif dapat memberikan kepastian hukum mengenai penyebab kecelakaan dan pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, keluarga korban memiliki kepentingan untuk memperoleh kejelasan hukum, sedangkan tersangka juga berhak memperoleh proses hukum yang adil.

Pada sisi lain, penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas harus tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidik tidak boleh melakukan kriminalisasi tanpa bukti yang cukup, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepentingan korban. Oleh sebab itu, implementasi Pasal 310 ayat (4) harus dilakukan berdasarkan prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang sah, adil, dan dapat diuji secara hukum.

Hasil wawancara 9 : Penyidik menjelaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas, perdamaian antara pihak keluarga korban dan tersangka tidak serta-merta menghentikan proses pidana. Menurut penyidik, apabila perkara telah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4), maka penyidikan tetap dilanjutkan karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang menimbulkan akibat serius berupa meninggalnya korban.

Dari uraian tersebut, implementasi Pasal 310 ayat (4) di Polres Mandailing Natal dapat dilihat dari serangkaian tindakan penyidikan yang dimulai dari penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, permintaan visum, penyitaan barang bukti, pemenuhan hak tersangka melalui penasihat hukum, hingga penyusunan berkas perkara dan koordinasi dengan kejaksaan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya bekerja pada aspek faktual kecelakaan, tetapi juga pada aspek pembuktian hukum pidana.

Hasil wawancara 10 : Penyidik menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 310 ayat (4) dalam perkara ini dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti secara bertahap, memeriksa saksi-saksi, meminta visum, menyita barang bukti, memeriksa tersangka dengan pendampingan penasihat hukum, dan melengkapi berkas perkara sampai dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, penyidikan dinilai telah berjalan sesuai prosedur karena seluruh tahapan penting telah dilakukan dan berkas perkara telah memperoleh status P-21.

B. 
Kendala dan Upaya Penyidik Polres Mandailing Natal dalam Mengatasi Kendala pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada dasarnya tidak selalu berjalan sederhana, karena penyidik harus membuktikan hubungan antara peristiwa kecelakaan, kelalaian pengemudi, dan akibat meninggalnya korban. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, dokumen perkara menunjukkan adanya laporan polisi, BAP saksi, permintaan visum, permohonan sita, penetapan sita, penunjukan penasihat hukum, dan P-21 sebagai bagian dari rangkaian penyidikan. Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan melalui tahapan administratif dan substantif, tetapi dalam praktiknya tetap terdapat kendala teknis dan yuridis yang harus diatasi oleh penyidik.

Kendala pertama yang sering muncul dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah kesulitan memperoleh gambaran awal yang utuh mengenai peristiwa kecelakaan. Peristiwa kecelakaan terjadi secara cepat, sehingga tidak semua saksi melihat langsung seluruh rangkaian kejadian dari awal sampai akhir. Akibatnya, penyidik harus menyusun konstruksi peristiwa berdasarkan potongan keterangan saksi, posisi kendaraan, kondisi korban, dan keadaan tempat kejadian perkara.

Dalam perkara ini, kecelakaan terjadi pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, sehingga faktor penerangan jalan, jarak pandang, arus lalu lintas, serta kondisi sekitar tempat kejadian menjadi bagian penting yang harus diperhatikan penyidik. Keadaan malam hari dapat menjadi kendala karena saksi mungkin tidak melihat secara jelas posisi kendaraan, titik benturan, atau kecepatan kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, penyidik harus menilai keterangan saksi secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan.

Kendala lain yang dihadapi penyidik adalah memastikan unsur kelalaian pengemudi. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, tidak cukup hanya membuktikan bahwa telah terjadi tabrakan dan korban meninggal dunia, tetapi harus dibuktikan pula bahwa akibat tersebut timbul karena kurang hati-hatinya pengemudi. Hal ini membutuhkan analisis terhadap perilaku pengendara sebelum kecelakaan, seperti kewaspadaan, kecepatan, posisi kendaraan, kemampuan mengendalikan kendaraan, serta perhatian terhadap pengguna jalan lain.

Hasil wawancara 1 : Penyidik menjelaskan bahwa kendala awal dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah menentukan kronologi yang paling mendekati keadaan sebenarnya. Menurut penyidik, saksi kadang hanya melihat korban setelah terjatuh atau setelah kecelakaan terjadi, sehingga penyidik harus menggali keterangan tambahan dari saksi lain, melihat kondisi kendaraan, dan mencocokkan keterangan tersebut dengan tempat kejadian perkara.

Dalam tahap penyidikan, perbedaan keterangan antara saksi merupakan hal yang sering terjadi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan posisi saksi saat melihat peristiwa, keterbatasan penglihatan, kepanikan, atau ingatan yang tidak sama. Penyidik tidak dapat serta-merta menganggap perbedaan itu sebagai keterangan palsu, tetapi harus menilai bagian mana yang saling bersesuaian dan bagian mana yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

BAP saksi dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyidik menggali beberapa aspek penting, seperti arah kendaraan, posisi korban, kondisi jalan, penerangan, dan tindakan setelah kecelakaan. Pemeriksaan yang demikian penting karena perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengakuan tersangka, tetapi juga membutuhkan kesesuaian antara keterangan saksi dan keadaan objektif di lapangan.

Hasil wawancara 2 : Penyidik menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan keterangan antar saksi, penyidik akan melakukan pendalaman melalui pertanyaan lanjutan dan membandingkan keterangan tersebut dengan bukti lain. Penyidik juga menjelaskan bahwa keterangan yang dinilai paling kuat adalah keterangan yang logis, konsisten, dan sesuai dengan keadaan tempat kejadian maupun barang bukti yang diamankan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pembuktian medis terhadap korban. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penyidik membutuhkan keterangan medis untuk menjelaskan hubungan antara kecelakaan dan akibat yang dialami korban. Tanpa dukungan visum et repertum atau dokumen medis lainnya, pembuktian akibat hukum dapat menjadi lemah karena hanya bertumpu pada keterangan saksi atau keluarga korban.

Dalam dokumen perkara, penyidik telah mengajukan permintaan visum et repertum kepada RSUD Panyabungan terhadap korban Risna Sari. Permintaan visum tersebut merupakan langkah penting untuk memperoleh keterangan medis yang objektif mengenai kondisi korban. Namun, dalam praktiknya, penyidik tetap dapat menghadapi kendala berupa waktu penerbitan hasil visum, kelengkapan data medis, atau perlunya klarifikasi lanjutan terhadap keterangan medis yang diberikan.
 

Hasil wawancara 3 : Penyidik menerangkan bahwa koordinasi dengan pihak rumah sakit merupakan bagian penting dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas. Penyidik menyampaikan bahwa kendala dapat terjadi apabila hasil medis belum segera diterbitkan, sedangkan berkas perkara perlu dilengkapi. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak rumah sakit agar hasil pemeriksaan medis dapat segera dilampirkan dalam berkas perkara.

Kendala penyidikan juga dapat muncul dalam pengamanan dan penyitaan barang bukti. Barang bukti kendaraan memiliki peran penting karena dapat menunjukkan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan. Apabila barang bukti tidak segera diamankan, terdapat kemungkinan kendaraan berpindah tempat, mengalami perubahan kondisi, diperbaiki, atau bahkan sulit ditemukan kembali.

Dalam perkara ini, penyidik mengajukan permohonan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Beat dan STNK yang berkaitan dengan perkara. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Langkah ini menunjukkan bahwa penyidik berupaya mengatasi kendala pembuktian barang bukti dengan menempuh prosedur hukum yang sah.

Hasil wawancara 4 : Penyidik menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam penyitaan barang bukti adalah memastikan barang bukti tetap berada dalam kondisi yang dapat diperiksa. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik segera mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan mengurus administrasi penyitaan agar barang bukti memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam berkas perkara.

Kendala lain yang sering dihadapi penyidik adalah adanya hubungan emosional antara keluarga korban dan pihak tersangka. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, keluarga korban umumnya berada dalam kondisi berduka, sedangkan pihak tersangka dapat berupaya menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap penyidik, terutama apabila masyarakat menghendaki penyelesaian cepat di luar proses pidana.

Perdamaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas memang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari aspek sosial, tetapi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses hukum karena perkara tersebut menyangkut akibat serius berupa meninggalnya seseorang. Dengan demikian, penyidik harus mampu menjelaskan kepada para pihak bahwa perdamaian bukan pengganti proses pidana.

Hasil wawancara 5: Penyidik menyampaikan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas, keluarga korban dan pihak tersangka kadang menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, penyidik menjelaskan bahwa apabila perkara telah memenuhi unsur pidana dan mengakibatkan korban meninggal dunia, proses penyidikan tetap dilanjutkan. Perdamaian hanya dapat menjadi pertimbangan sosial, bukan dasar untuk menghentikan penyidikan.

Kendala pembuktian unsur kelalaian juga berkaitan dengan tidak adanya alat bukti elektronik seperti CCTV atau rekaman kejadian. Apabila kecelakaan terjadi di lokasi yang tidak memiliki kamera pengawas, penyidik harus mengandalkan keterangan saksi, olah tempat kejadian perkara, kondisi kendaraan, dan dokumen medis. Keterbatasan tersebut menuntut penyidik untuk lebih teliti dalam menyusun konstruksi peristiwa agar kesimpulan hukum tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keadaan tidak tersedianya rekaman langsung, penyidik dapat menggunakan pendekatan rekonstruktif, yaitu menyusun kembali peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang masih dapat ditemukan. Fakta tersebut dapat berupa posisi kendaraan setelah kecelakaan, bekas benturan, keterangan saksi, kondisi korban, kondisi jalan, serta keterangan tersangka. Pendekatan ini penting agar penyidik tetap dapat membuktikan unsur pidana meskipun tidak memiliki bukti visual langsung.

Hasil wawancara 6 : Penyidik menjelaskan bahwa apabila tidak ada CCTV, penyidik akan memaksimalkan keterangan saksi dan bukti fisik yang ada. Penyidik menyatakan bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian tetap dapat menjadi dasar pembuktian, terutama apabila didukung oleh barang bukti kendaraan, hasil visum, dan fakta di tempat kejadian perkara.

Kendala administratif juga dapat terjadi dalam penyusunan berkas perkara. Berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus memuat dokumen yang lengkap, mulai dari laporan polisi, surat perintah penyidikan, BAP saksi, BAP tersangka, surat visum, berita acara penyitaan, penetapan sita, hingga dokumen pendukung lain. Ketidaklengkapan salah satu dokumen dapat menyebabkan berkas perkara dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi.

Dalam perkara ini, berkas perkara atas nama tersangka Pandri Wahyu bin Basri Lumban Tobing akhirnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melalui surat P-21. Hal ini menunjukkan bahwa kendala administratif dan substansi pembuktian dapat diatasi oleh penyidik melalui kelengkapan dokumen dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. P-21 menjadi indikator bahwa berkas penyidikan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Hasil wawancara 7 : Penyidik menjelaskan bahwa upaya utama dalam mengatasi kendala penyusunan berkas adalah melakukan pengecekan administrasi secara berulang sebelum berkas dikirim ke kejaksaan. Penyidik juga menyatakan bahwa koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum diperlukan agar kekurangan berkas dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki sebelum menghambat proses penyidikan.

Kendala sarana dan prasarana juga dapat memengaruhi proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Penyidikan yang ideal membutuhkan kendaraan operasional, alat dokumentasi, alat ukur, tempat penyimpanan barang bukti, serta kemampuan teknis personel dalam menganalisis kecelakaan. Apabila sarana terbatas, penyidik harus mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan bekerja berdasarkan prosedur yang memungkinkan pembuktian tetap dilakukan secara objektif.

Selain sarana, kendala sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Penyidik lalu lintas tidak hanya dituntut memahami hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga harus memahami aspek teknis lalu lintas, pola kecelakaan, penilaian lokasi kejadian, dan hubungan kausal antara perilaku pengemudi dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik menjadi bagian dari upaya mengatasi kendala penyidikan.
 

Hasil wawancara 8 : Penyidik menyampaikan bahwa penyidik Unit Laka Lantas perlu terus meningkatkan kemampuan teknis, khususnya dalam membaca tempat kejadian perkara, menilai keterangan saksi, dan menyusun berkas perkara. Menurut penyidik, pengalaman lapangan sangat membantu, tetapi tetap diperlukan pelatihan dan koordinasi agar penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas semakin baik.

Upaya penyidik dalam mengatasi kendala juga dilakukan melalui koordinasi lintas pihak, terutama dengan rumah sakit, kejaksaan, pengadilan, keluarga korban, dan pihak tersangka. Koordinasi dengan rumah sakit diperlukan untuk memperoleh hasil medis, koordinasi dengan pengadilan diperlukan untuk penyitaan, sedangkan koordinasi dengan kejaksaan diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara. Pola koordinasi ini menunjukkan bahwa penyidikan bukan hanya pekerjaan internal kepolisian, tetapi juga melibatkan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana.

Hasil wawancara 9 : Penyidik menjelaskan bahwa koordinasi menjadi kunci utama dalam mengatasi kendala penyidikan. Penyidik menyampaikan bahwa apabila penyidik lambat berkoordinasi dengan rumah sakit, pengadilan, atau kejaksaan, maka proses penyidikan dapat terhambat. Oleh karena itu, penyidik berupaya menjalin komunikasi sejak awal agar setiap kebutuhan administrasi dan pembuktian dapat terpenuhi tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, kendala penyidik Polres Mandailing Natal dalam tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia meliputi kendala pembuktian kronologi, perbedaan keterangan saksi, pembuktian unsur kelalaian, keterbatasan bukti visual, kebutuhan visum, pengamanan barang bukti, tekanan sosial akibat adanya perdamaian, serta kelengkapan administrasi berkas perkara. Kendala tersebut diatasi melalui pemeriksaan saksi secara mendalam, koordinasi dengan rumah sakit, penyitaan barang bukti secara sah, pendalaman TKP, pemenuhan hak tersangka, dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Hasil wawancara 10 : Penyidik menyimpulkan bahwa kendala dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dapat diatasi apabila penyidik bekerja cepat, teliti, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Menurut penyidik, dalam perkara ini kendala yang ada dapat diselesaikan karena penyidik melengkapi keterangan saksi, mengurus visum, mengamankan barang bukti, memenuhi administrasi penyitaan, serta menyusun berkas perkara sampai akhirnya dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. 
Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Mandailing Natal
Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Mandailing Natal dapat dilihat dari kemampuan penyidik dalam melaksanakan tahapan penyidikan secara prosedural, membuktikan unsur tindak pidana, memenuhi hak-hak tersangka, serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya penyidikan, tetapi juga dari kualitas pembuktian dan kelengkapan berkas perkara yang disusun oleh penyidik.
 

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadi objek penelitian, efektivitas penyidikan terlihat dari adanya rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, permintaan visum et repertum, penyitaan barang bukti, penunjukan penasihat hukum, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk membangun pembuktian terhadap unsur kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Efektivitas penyidikan juga dapat dinilai dari terpenuhinya fungsi penyidikan dalam hukum acara pidana, yaitu mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Dalam perkara Pasal 310 ayat (4), pembuktian tidak boleh berhenti pada fakta adanya kecelakaan, tetapi harus sampai pada penjelasan mengenai hubungan antara kelalaian pengemudi dengan akibat meninggalnya korban.
 

Penyidikan yang efektif harus mampu membedakan antara kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa faktual dan tindak pidana lalu lintas sebagai peristiwa hukum. Artinya, penyidik harus menilai apakah kecelakaan tersebut terjadi karena keadaan yang tidak dapat dihindari atau karena adanya kelalaian pengemudi. Jika penyidik mampu menjelaskan unsur kelalaian secara objektif melalui keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen medis, maka proses penyidikan dapat dikatakan berjalan efektif.

Hasil wawancara 1 : Penyidik menjelaskan bahwa penyidikan dapat dinilai efektif apabila setiap tahap pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur dan alat bukti yang diperlukan dapat dikumpulkan secara lengkap. Menurut penyidik, dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, efektivitas penyidikan sangat ditentukan oleh kecepatan penyidik mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, dan mengurus visum et repertum.

Dalam perkara ini, salah satu indikator efektivitas penyidikan adalah adanya Laporan Polisi sebagai dasar dimulainya proses hukum. Laporan Polisi memuat identitas pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, uraian singkat kejadian, waktu dan tempat peristiwa, serta dasar awal bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan. Keberadaan laporan polisi yang jelas membantu penyidik menentukan arah pemeriksaan dan mengidentifikasi kebutuhan pembuktian sejak tahap awal.
 

Efektivitas penyidikan juga terlihat dari pemeriksaan saksi yang dilakukan untuk memperjelas kronologi kecelakaan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, saksi memiliki peranan penting karena penyidik sering kali tidak menyaksikan langsung peristiwa kecelakaan. Oleh karena itu, keterangan saksi digunakan untuk menyusun gambaran mengenai posisi kendaraan, arah datangnya kendaraan, kondisi jalan, keadaan korban, serta tindakan pengemudi setelah kecelakaan terjadi.
 

Hasil wawancara 2 : Penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dalam perkara ini cukup membantu penyidik dalam memperjelas kronologi kejadian. Menurut penyidik, keterangan saksi tidak hanya digunakan untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam kecelakaan, tetapi juga untuk menilai apakah terdapat perilaku kurang hati-hati dari pengemudi sebelum kecelakaan terjadi.

Efektivitas penyidikan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan penyidik dalam menilai kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Apabila keterangan saksi berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain, maka pembuktian dapat menjadi lemah. Karena itu, penyidik perlu menghubungkan keterangan saksi dengan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, kondisi kendaraan, hasil visum, serta keterangan tersangka.
 

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, visum et repertum menjadi salah satu instrumen penting untuk menilai efektivitas pembuktian. Permintaan visum kepada rumah sakit menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan lisan, tetapi juga menggunakan keterangan medis sebagai dasar objektif untuk menjelaskan akibat yang dialami korban. Dengan demikian, visum berfungsi memperkuat pembuktian terhadap akibat hukum berupa meninggalnya korban.
 

Hasil wawancara 3 : Penyidik menjelaskan bahwa visum et repertum sangat penting untuk memperkuat berkas perkara karena memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban. Penyidik menyampaikan bahwa dalam perkara Pasal 310 ayat (4), akibat meninggal dunia harus dibuktikan secara jelas, sehingga hasil visum menjadi bagian penting dalam menilai apakah berkas perkara telah memenuhi kebutuhan pembuktian.
 

Efektivitas penyidikan juga dapat dilihat dari tindakan penyitaan barang bukti. Barang bukti berupa kendaraan dan dokumen kendaraan memiliki hubungan langsung dengan peristiwa kecelakaan, sehingga perlu diamankan agar dapat digunakan dalam pembuktian. Penyitaan yang dilakukan secara sah melalui permohonan dan penetapan pengadilan menunjukkan bahwa penyidik memperhatikan aspek legal formal dalam pengamanan barang bukti.
 

Penyitaan yang sah memberikan kepastian bahwa barang bukti yang digunakan dalam berkas perkara tidak diperoleh secara sewenang-wenang. Dalam hukum acara pidana, tindakan penyitaan harus memiliki dasar hukum agar barang bukti dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan. Oleh karena itu, adanya permohonan penyitaan dan penetapan sita menjadi indikator bahwa penyidik melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.
 

Hasil wawancara 4 : Penyidik menyampaikan bahwa penyitaan barang bukti sangat membantu efektivitas penyidikan karena kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dapat diamankan dan dicatat dalam berkas perkara. Menurut penyidik, apabila barang bukti tidak segera diamankan, penyidikan dapat mengalami hambatan karena kondisi kendaraan dapat berubah atau tidak lagi sesuai dengan keadaan setelah kecelakaan.
 

Efektivitas penyidikan juga berkaitan dengan pemenuhan hak tersangka. Dalam perkara pidana, penyidik tidak hanya bertugas mencari bukti untuk membuktikan kesalahan, tetapi juga wajib memastikan bahwa tersangka diperiksa secara sah dan tidak kehilangan hak-hak hukumnya. Adanya penunjukan penasihat hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyidik memperhatikan prinsip perlindungan hak tersangka dalam tahap penyidikan.
 

Pemenuhan hak tersangka menjadi bagian penting dari efektivitas penyidikan karena berkas perkara yang kuat bukan hanya berisi alat bukti yang lengkap, tetapi juga harus disusun melalui prosedur yang sah. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan mengabaikan hak tersangka, maka hasil penyidikan dapat dipersoalkan pada tahap penuntutan atau persidangan. Oleh karena itu, pendampingan penasihat hukum merupakan bagian dari jaminan due process of law dalam perkara pidana.

Hasil wawancara 5 : Penyidik menjelaskan bahwa pendampingan penasihat hukum dilakukan agar proses pemeriksaan tersangka berjalan sesuai aturan. Menurut penyidik, pemenuhan hak tersangka tidak menghambat penyidikan, tetapi justru memperkuat legitimasi proses penyidikan karena pemeriksaan dilakukan secara terbuka, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas penyidikan juga dapat dilihat dari koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan tidak berdiri sendiri karena hasil penyidikan akan diteliti oleh jaksa sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa dapat mempercepat penyempurnaan berkas perkara serta mengurangi risiko berkas dikembalikan karena belum lengkap.

Dalam perkara ini, berkas perkara atas nama tersangka Pandri Wahyu bin Basri Lumban Tobing dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melalui surat P-21. Status P-21 tersebut dapat dipandang sebagai salah satu indikator efektivitas penyidikan, karena menunjukkan bahwa jaksa menilai hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
 

Hasil wawancara 6 : Penyidik menerangkan bahwa koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dilakukan untuk memastikan bahwa berkas perkara yang dikirim telah memenuhi kelengkapan pembuktian. Penyidik menyatakan bahwa apabila ada kekurangan, penyidik akan segera melengkapinya agar perkara tidak terlalu lama berada pada tahap penyidikan.
 

Dari aspek kepastian hukum, penyidikan dalam perkara ini dapat dikatakan cukup efektif karena perkara tidak berhenti pada tahap laporan, tetapi dilanjutkan sampai berkas perkara dinyatakan lengkap. Hal ini memberikan kejelasan bagi keluarga korban mengenai proses hukum yang berjalan, sekaligus memberikan kepastian bagi tersangka mengenai status hukum perkara yang dihadapinya. Kepastian hukum tersebut penting karena perkara kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia menyangkut kepentingan korban, tersangka, dan masyarakat.

Dari aspek perlindungan korban, efektivitas penyidikan dapat dinilai dari upaya penyidik untuk menjelaskan sebab kecelakaan dan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Keluarga korban membutuhkan kejelasan mengenai penyebab kematian korban dan tindak lanjut hukum terhadap pelaku. Dengan dilakukannya pemeriksaan saksi, permintaan visum, dan penyusunan berkas perkara, penyidik telah berupaya menghadirkan kepastian hukum bagi pihak korban.

Hasil wawancara 7 : Penyidik menyatakan bahwa penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus memberikan kejelasan kepada keluarga korban. Penyidik menjelaskan bahwa keluarga korban biasanya ingin mengetahui bagaimana kecelakaan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses hukum dilanjutkan. Oleh karena itu, penyidik berupaya menjelaskan perkembangan perkara secara proporsional.
 

Meskipun demikian, efektivitas penyidikan tidak berarti tanpa hambatan. Dalam praktiknya, penyidik tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan saksi yang melihat langsung kejadian, perbedaan keterangan, keterlambatan dokumen medis, keterbatasan bukti visual, serta tekanan sosial dari pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, kendala tersebut tidak otomatis meniadakan efektivitas apabila penyidik mampu mengatasinya melalui tindakan hukum yang tepat.

Hasil wawancara 8 : Penyidik menyampaikan bahwa kendala dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas masih ditemukan, terutama apabila saksi tidak melihat langsung seluruh kejadian atau tidak tersedia rekaman CCTV. Namun, penyidik menjelaskan bahwa kendala tersebut dapat diatasi dengan memperkuat keterangan saksi, mengecek tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, dan menghubungkan seluruh bukti yang tersedia.
 

Efektivitas Pasal 310 ayat (4) sebagai dasar penyidikan juga dapat dinilai dari kemampuannya memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut memberikan batasan bahwa pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kematian korban terjadi karena kelalaiannya. Dengan demikian, pasal ini membantu penyidik membangun arah pembuktian yang berfokus pada unsur kelalaian dan akibat meninggal dunia.
 

Namun, efektivitas penerapan Pasal 310 ayat (4) sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam membuktikan kelalaian secara konkret. Kelalaian tidak boleh hanya diasumsikan dari adanya korban meninggal dunia, melainkan harus dibuktikan melalui fakta-fakta yang menunjukkan kurang hati-hatinya pengemudi. Oleh sebab itu, efektivitas pasal ini dalam penyidikan sangat ditentukan oleh kualitas pemeriksaan saksi, analisis kejadian, bukti medis, dan barang bukti kendaraan.

Hasil wawancara 9 : Penyidik menjelaskan bahwa Pasal 310 ayat (4) cukup efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun, penyidik menegaskan bahwa pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis, karena penyidik tetap harus membuktikan adanya kelalaian pengemudi melalui alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) di Polres Mandailing Natal dapat dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari terpenuhinya tahapan penyidikan, adanya pemeriksaan saksi, permintaan visum, penyitaan barang bukti secara sah, pemenuhan hak tersangka melalui penasihat hukum, koordinasi dengan kejaksaan, serta keluarnya surat P-21. Namun, efektivitas tersebut tetap perlu ditingkatkan melalui penguatan sarana penyidikan, peningkatan kemampuan teknis penyidik, serta optimalisasi koordinasi dengan lembaga terkait. 

Hasil wawancara 10 : Penyidik menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan dalam perkara ini berjalan efektif karena seluruh tahapan penting telah dilaksanakan dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut penyidik, efektivitas penyidikan ke depan masih dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis analisis kecelakaan, peningkatan sarana pendukung, dan koordinasi yang lebih cepat dengan rumah sakit, pengadilan, serta kejaksaan.
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� Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/186/VI/2025/SPKT/Polres Mandailing Natal/Polda Sumatera Utara.


� Wawancara dengan Rasyid Fahrur Romadona, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor R/35/VI/2025/Lantas, Polres Mandailing Natal, tanggal 3 Juni 2025.


� Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 83.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor B/56/VII/2025, Polres Mandailing Natal, tanggal 18 Juli 2025.


� Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 146/PenPid.B-SITA/2025/PN Mdl, tanggal 18 Juli 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Kholil, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 212.


� Surat Bantuan Pengacara untuk Mendampingi Tersangka dalam Pemeriksaan Nomor B/58/VII/2025/LL, Polres Mandailing Natal, tanggal 15 Juli 2025.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 96.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Emiy Syafrida binti Zulkarnain Nasution, Polres Mandailing Natal, tanggal 16 Juli 2025.


� Wawancara dengan Rasyid Fahrur Romadona, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Topo Santoso, Hukum Pidana: Suatu Pengantar, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 64.


� Surat P-21 Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor B-2371/L.2.28/Eoh.1/08/2025, tanggal 15 Agustus 2025.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 68.


� Wawancara dengan Muhammad Kholil, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 53.


� Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 38.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.


� Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.


� Laporan Polisi Nomor LP/B/186/VI/2025/SPKT/Polres Mandailing Natal/Polda Sumatera Utara, tanggal 3 Juni 2025.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 176.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 102.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/186/VI/2025/SPKT/Polres Mandailing Natal/Polda Sumatera Utara.


� Wawancara dengan Rasyid Fahrur Romadona, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 87.


� Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor R/35/VI/2025/Lantas, Polres Mandailing Natal, tanggal 3 Juni 2025.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 74.


� Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 146/PenPid.B-SITA/2025/PN Mdl, tanggal 18 Juli 2025.


� Wawancara dengan Muhammad Kholil, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 41.


� Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 219.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Topo Santoso, Hukum Pidana: Suatu Pengantar, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 69.


� Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 82.


� Wawancara dengan Rasyid Fahrur Romadona, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 44.


� Surat P-21 Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor B-2371/L.2.28/Eoh.1/08/2025, tanggal 15 Agustus 2025.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 204.


� Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 33.


� Wawancara dengan Muhammad Kholil, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 52.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 28.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 112.


� Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 121.


� Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 71.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Laporan Polisi Nomor LP/B/186/VI/2025/SPKT/Polres Mandailing Natal/Polda Sumatera Utara, tanggal 3 Juni 2025.


� Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 98.


� Wawancara dengan Rasyid Fahrur Romadona, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55.


� Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor R/35/VI/2025/Lantas, Polres Mandailing Natal, tanggal 3 Juni 2025.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor B/56/VII/2025, Polres Mandailing Natal, tanggal 18 Juli 2025.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 76.


� Wawancara dengan Muhammad Kholil, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Surat Bantuan Pengacara untuk Mendampingi Tersangka dalam Pemeriksaan Nomor B/58/VII/2025/LL, Polres Mandailing Natal, tanggal 15 Juli 2025.


� Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 54.


� Surat P-21 Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor B-2371/L.2.28/Eoh.1/08/2025, tanggal 15 Agustus 2025.


� Wawancara dengan Rasyid Fahrur Romadona, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 54.


� Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 35.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.


� Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 205.


� Wawancara dengan Muhammad Kholil, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 220.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 177.


� Wawancara dengan Amir Anshori Harahap, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Mandailing Natal, Panyabungan, April 2026.


� Wawancara dengan Abdul Anwar Ujung, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal selaku Penyidik, Panyabungan, April 2026.
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